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KATA PENGANTAR

Rencana Stategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang 2016 — 2021 disusun
dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Surat Undangan Kepala
Bappeda Kabupaten Sintang nomor 900/139/I-BAPPEDA tanggal 21 Maret 2017,
hal : Undangan Penyusunan Revisi Renstra SKPD Tahun 2016- 2021.

Renstra BKPSDM Kabupaten Sintang ini sebagai pedoman atau acuan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas
seluruh tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sintang yang berlaku untukjangka
waktu lima tahun sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya
dapat diukur dengan jelas dan tepat. Renstra BPKSDM ini diharapkan dapat
memberikan arah yang jelas bagi “TERWUJUDNYA APARATUR
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG YANG PROFESIONAL DAN
SEJAHTERA GUNA MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BERSIH TAHUN 2021”.

Keberadaan Renstra BKPSDM Kabupaten Sintang tahun 2016-2021
dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pejabat struktural, fungsional khusus
serta fungsional umum di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang untuk meningkatkan pembinaan dan
pelayanan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Kabupaten Sintang.

Sintang, 5 Mei 2017
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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
NOMOR: 018 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016 — 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sintang tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

10.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
tahap, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );

15.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);



16.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten
Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 6);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

19.Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang;

20.Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor ........ Tahun 2017
Tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Tahun
2016 — 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
SINTANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 — 2021

PERTAMA : (1) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA, pada dasarnya
suatu dokumen rencana pembangunan dengan jangka waktu lima
tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSintang selaku perangkat
Pemerintah Kabupaten Sintang.

(2) RENSTRA BKPSDM Kabupaten Sintang ini berlaku selama 6
(enam) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

(3) RENSTRA BKPSDM ini disusun berpedoman dan merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 — 2021.

KEDUA : (1) RENSTRA BKPSDM ini memuat hal-hal sebagai berikut :
a. Visi dan Misi BKD Tahun 2016 — 2021
b. Tujuan , Strategi dan Kebijakan BKD Tahun 2016 - 2021.



c. Program dan Kegiatan BKD yang bersifat indikatif yang
dituangkan dalam kerangka kegiatan baik kerangka anggaran
dan kerangka regulasi untuk jangka waktu 2016 — 2021.

d. Kaidah pelaksana.

(2) RENSTRA BKPSDM sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat
(1) menjadi Pedoman untuk :
a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BKD tahun 2016 hingga
Tahun 2021.
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKD dalam
penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang Tahun 2016 hingga
Tahun 2021.

KETIGA : Kepala beserta seluruh staf di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sintang
berkewajiban melaksanakan RENSTRA BKPSDM ini secara konsisten,
bertanggungjawab, bertahap dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Dalam hal subtansi RENSTRA BKPSDM ini tidak dapat dilaksanakan
karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka subtansi
RENSTRA BKPSDM tersebut wajib dijelaskan dan dijabarkan ke dalam
RENJA BKPSDM.

KELIMA : (1) RENSTRA BKPSDM ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan
diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.

(2) RENSTRA BKPSDM ini sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Sintang
Pada Tanggal, 5 Mei 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN




BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Terwujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat,
Maju, Religius dan Sejahtera, yang Didukung Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021”, merupakan
sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama yang akan dicapai
dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode
Lima Tahun mendatang. Komitmen ini seyogyanya dilakukan secara
bersama-sama antar berbagai pemangku kepentingan (steakholders) yang
ada di Kabupaten Sintang. Untuk mencapai cita-cita pembangunan daerah
tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara
sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
monitoring dan evaluasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang
Tahun  2016-2021 merupakan pedoman/acuan  perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh
tugas dan fungsi (Tusi) BKPSDM Kabupaten Sintang yang berlaku untuk
jangka waktu 6 (enam) Tahun. Keberadan renstra BKPSDM Kabupaten
Sintang Tahun 2016-2021 memiliki hubungan dengan dokumen lainnya
karena perencanaan pembangunan pada umumnya merupakan satu
kesatuan yang utuh antara perencanaan yang satu dengan yang lainnya.
Hubungan Renstra BKPSDM Kabupaten Sintang 2016-2021 dengan
dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

a. Renstra BKPSDM Kabupaten Sintang 2016-2021 mengacu dan
berpedoman pada RPJP dan RPJM Kabupaten Sintang yaitu Misi ke
6 yang berbunyi “Menata dan Mengembangkan Manajemen
Pemerintah Daerah yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”. Kebijakan yang akan
dilaksanakan adalah mengembangkan Diklat Aparatur Berbasis
Kompetensi untuk memantapkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Bersih melalui Program Peningkatan Kapasitas dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pegawai ASN).

b. Renstra BKPSDM Kabupaten Sintang 2016-2021 merupakan
pedoman dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2016 hingga



1.2

Tahun 2021. Dengan adanya Renstra tersebut, keberhasilan dan
kegagalan dalam implementasi Tahun 2016-2021 adan dapat diukur
relatif dengan jelas dan tepat.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dilakukan
penataan ulang terhadap Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang. Sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati
Sintang Nomor 128 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Sintang, untuk
itu sebagai unsur pelaksana penunjang penyelenggara pemerintahan di
bidang Kepegawaian wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaantugas
pokok dan fungsi serta kewenangan pengelola sumber daya dan
kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya.

BKPSDM Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, menetapkan kebijakan dan penyusunan program
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang. Penyusun perencanaan strategis
merupakan kebutuhan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang
dihadapi di era transparansi dan globalisasi saat ini dan dapat
dipertanggung jawabkan baik terhadap pimpinan maupun masyarakat
pada umumnya. Dengan demikian diharapkan rencana yang telah
dituangkan dalam perencanaan Strategis BKPSDM Kabupaten Sintang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta alokasi sumber daya yang
di kelolanya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel,

dalam bingkai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Sintang tahun
2016-2021, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai
landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negawai
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluai Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana
Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor ...Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2006 — 2026.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sintang.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 Tanggal 30
Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sintang;

19. Peraturan Bupati Sintang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun 2016-

2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan

dan program pembangunan yang terarah, efektif dan efisien dan terpadu

yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan BKPSDM Kabupaten Sintang dengan
mengacu/berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang.

Tujuan Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun

2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya keteraturan dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan
fungsi BKPSDM Kabupaten Sintang pada Tahun 2016-2021.

b. Diperoleh prioritas program dan kegiatan BKPSDM KabupatenSintang
sesuai dengan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang ditangani pada Tahun 2016-2021.

c. Tersedianya instrument pengawasan dan evaluasi program dan
kegiatan BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.



1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra

BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB |

PENDAHULUAN

Dalam Bab | ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
RENSTRA BKPSDM Kabupaten Sintang.

BAB || GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIANDAERAH

KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur
organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sintang, sumber daya BKPSDM,
kinerja pelayanan BKPSDM, tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan BKPSDM Kabupaten Sintang.

BAB Il ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Bab Il ini mendiskripsikan mengenai identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
BKPSDM, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kabupaten

Sintang dan Penentu Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan BKPSDM Kabupaten
Sintang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF

Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program Dan Kegiatan
BKPSDM, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif BKPSDM
(Digambarkan Melalui Matrik),



BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021
Bab ini menjelaskan tentang Kesesuaian Indikator Kinerja
RPJMD dengan Indikator Kinerja Renstra BKPSDM yang

dituangkan dalam Matrik.

BAB VII PENUTUP



BAB I
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SINTANG

Secara umum kondisi internal dan eksternal Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang cukup
kondusif sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran
pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya
dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang
kepegawaian dengan baik.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang bahwa kedudukan BKPSDM
Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana dan penunjang
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Bidang Kepegawaian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok BKPSDM Kabupaten Sintang.

Tugas BKPSDM Kabupaten Sintang adalah
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan Kabupatendi
bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia
serta tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati. Tugas
BKPSDM Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan
Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;

c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian
daerah;

d. Penyiapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar



dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Aparatur Sipil
Negara,;

Perencanaan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Penyelenggaraan  administrasi, data, informasi dan
dokumentasi Pegawai Aparatur Sipil Negara

. Penyiapan calon peserta pendidikan dan pelatihan bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan berkoordinasi dengan
instansi terkait;

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur
Sipil Negara, sesuai dengan kemampuan keuangan dan
kebutuhan daerabh;

Pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,
rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang
kepegawaian daerah;

. Pelaksana evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
Penyusunan penetapan kinerja di bidang kepegawaian;

. Penyusunan analisa jabatan;

. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;

. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di Bidang Kepegawaian; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh

Bupati.

Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang-Bidang

pada BKPSDM dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
penetapan kebijakan dan penyusunan program dibidang
kepegawaian yang meliputi kesejahteraan Pegawai, disiplin,
mutasi, informasi dan  dokumentasi kepegawaian,
perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan
pelatihan, urusan ketatausahaan dan perlengkapan Badan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi

sebagai berikut:

» Pemimpin dan pengkoordinasian Kesekretariatan, Bidang
Data dan Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi dan
Pengadaan Pegawai, Bidang Disiplin dan Kesejahteraan
Pegawai, dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

» Penyusunan program kerja Badan Kepegawaian Daerah
kepada Bupati;

» Penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam lingkup
Badan Kepegawaian Daerah;

» Perumusan kebijakan, penataan dan pembinaan
kesejahteraan pegawai serta pemberian penghargaan;

» Penataan penyelenggaraan pensiunan dan pemberhentian;

» Perumusan kebijakan, penataan dan penyelenggaraan
mutasi pegawai;

» Pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data, informasi
dan dokumentasi pegawai;

» Penataan, pembinaan, pengembangan, pengadaan dan
penempatan pegawai;

» Pengkoordinasian, penataan dan pembinaan disiplin dan
mental pegawai;

» Penyelenggaraan pembinaan, pendidikan dan pelatihan
pegawai;

» Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan
arsip BKPSDM.

» Pelaksanaan sistem pengendalian internal,

» Penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;

» Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi

kepada Bupati;



» Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di
bidang Kepegawaian kepada Bupati;

» Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

. Seketariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan program
administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum,rumah
tangga, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, urusan
peralatan dan perlengkapan Badan dan pengelolaan

administrasi pemakaman PNS/pensiun yang meninggal dunia.

Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

» Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
arsip dan barang Badan Kepegawaian Daerabh;

» Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kepegawaian
Daerah, pengawasan dan pelaporan Badan Kepegawaian
Daerah;

» Penataan, pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha,
rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas;

» Pengumpulan dan penyediaan data di bidang kepegawaian dan
administrasi kepegawaian Badan ;

» Perencanaan, pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan dan
pelaporan peralatan serta perlengkapan Badan;

» Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian
Daerah;

» Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari
Kepala Badan kepada Kepala Bidang serta memberikan
pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi
di Badan Kepegawaian Daerah;

» Pelaksanaan membimbing, mengawasi, mengevaluasi dan
memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan
dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub

Bagian Perlengkapan;
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1)

Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta
dokumen lain yang akan diajukan kepada KepalaBadan;
Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
baik secara tertulis maupun lisan, diminta maupun tidak
diminta;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas

melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan

perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana
dan program kerja serta laporan Kinerja BKPSDM. Sub

Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

a) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian
Keuangan dan Program;

b) Penatausahaan keuangan BKPSDM,;

c) Penyiapan bahan usulan Pejabat Penatausahaan
Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
BKPSDM

d) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan
Penyusunan Laporan Keterangan Perjanggungjawaban
(LKPJ) BKPSDM;

e) Penyiapan Standar Pelayanan Minimal, Meneliti
kelengkapan SPM dan memverifikasi SPP, verifikasi
harian atas penerimaan dan mellaksanakan akuntansi
BKPSDM

f) Penyiapan bahan laporan keuangan BKPSDM;

g) Penyiapan bahan laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPSDM dan
Laporan lainnya yang diperlukan oleh sekretariat Badan;

h) Pelaksanaan Inventarisasi dan mempelajari peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas
pelaksanaan program dan keuangan;

i) Pengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja)

11



2)

dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja
BKPSDM;.

J) Penusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) BKPSDM Kabupaten Sintang;

k) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan
kepada Sekretaris Badan secara tertulis maupun lisan
baik diminta maupun tidak;

[) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Badan.

Sub Bagian Aparatur dan Umum

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas

melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan,

keperpustakaan, dan urusan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi :.

a) Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian
Aparatur dan Umum;

b) Pelaksanaan penatatausahaan administrasi di bidang
aparatur dan umum;

c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan
menelaah serta mengarsipkan  surat-surat/naskah
dinas;

d) Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian;

e) Penatausahaan surat menyurat, kearsipan, peraturan,
dokumentasi, dan informasi;

f) Pelaksanaan protokoler dan hubungan kemasyarakatan
pada BKPSDM;

g) Pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi
kepegawaian;

h) Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang
meliputi surat tugas, Keputusan Kepala Badan, Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), usulan cuti, Usulan
Kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, SKP,
usulan kenaikan pangkat, usulan gaji berkala, usulan
pensiun, laporan LP2P dan kegiatan lain yang berkaitan

dengan administrasi kepegawaian aparatur BKPSDM
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3)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

i) Penyiapkan, evaluasi dan melaporkan daftar
hadir/absensi pegawai di lingkungan BKPSDM;

J) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur guna
peningkatan kinerja Badan;

k) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan
kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik
diminta maupun tidak;

[) Penginventarisasian dan mempelajari  peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas
Aparatur dan Umum;

m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Badan.

Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas

melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan,

pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan
barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi,
pembukuan dan pelaporan barang milik daerah. Sub Bagian

Perlengkapan mempunai fungsi:

a) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian
Perlengkapan;

b) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di  Sub
Bagian Perlengkapan;

c) Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi
perencanaan, pengadaaan, penyaluran dan
penimpanan barang milik daerah untuk kepentingan
tugas BKPSDM,;

d) Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah
dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaantugas
pokok dan fungsi BKPSDM,;

e) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang
inventaris BKPSDM;

f) Pengumpulan dan pengolahan data urusan

perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana
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kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit
BKPSDM,;

g) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan
barang milik daerah yang berada di BKPSDM

h) Penyiapan administrasi penghapusan barang
inventaris;

i) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran;

J) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Pimpinan.

c. Bidang Data dan Pengembangan Pegawai

Bidang Data dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
program informasi  kepegawaian dan  perencanaan
pengembangan pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut, Bidang Data dan Pengembangan Pegawai
mempunyai fungsi:

» Pengumpulan, penghimpunan dan mengelola data,
informasi dan dokumentasi bidang kepegawaian;

» Pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengelolaan
data, informasi dan dokumentasi bidang kepegawaian;

» Penyediaan data, informasi dan dokumentasi
kepegawaian;

» Penyusunan perencanaan teknis kebutuhan pegawai;

» Pelaksanaan koordinasi tentang penyusunan formasi
kebutuhan pegawai;

» Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program
tugas belajar dan ijin belajar, pendidikan formal lainnya,
penempatan PNS pasca tugas belajar dan ijin belajar;

» Perencanaan dan pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan;

» Penyusunan kebijakan teknis, penataan, pengembangan
dan pembinaan jabatan fungsional,

» Pengelolaan administrasi pemakaman PNS dan atau

pensiunan yang meninggal dunia;
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>

b)

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
baik secara tertulis maupun lisan, diminta maupun tidak
diminta;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi Pegawai
Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi Pegawai
mempunyai fungsi:

e Penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Data,
Informasi dan Dokumentasi Pegawai;

e Penyusunan petunjuk teknis sistem pengumpulan,
pengolahan data kepegawaian dan pelayanan informasi
kepegawaian;

e Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) danDaftar
Nominatif Pegawai;

e Pelaksanaan program Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG);

e Pemberian pelayanan informasi, pemeliharaan dan
dokumentasi kepegawaian;

e Penyusunan perencanaan teknis kebutuhan pegawai;

e Pelaksanaan koordinasi tentang penyusunan formasi
kebutuhan pegawai;

e Pengelolaan administrasi pemakaman Pegawai ASN
dan/atau pensiun yang meninggal dunia;

e Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan
kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik
diminta maupun tidak;

e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Data dan Pengembangan Pegawai.

Sub Bidang Pengembangan Pegawai

Sub Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas:

e Penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang
Pengembangan Pegawai:

e Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

perencanaan dan program tugas belajar dan ijin belajar,
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pendidikan formal lainnya, penempatan Pegawai ASN
pasca tugas belajar dan ijin belajar;

o Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan penyiapan
bahan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai ASN
dalam dan dari jabatan serta pelaksanaan sumpah janiji
jabatan;

e Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
penataan, pengembangan dan pembinaan jabatan
fungsional;

e Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang baik secara tertulis maupun lisan, diminta
maupun tidak diminta;

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Data dan Pengembangan Pegawai

d. Bidang Mutasi dan Pengadaan

Bidang Mutasi dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan program mutasi
yang meliputi mutasi pindah, pemberhentian, pensiun,
tabungan pensiun, jaminan kecelakaan Kkerja, jaminan
kematian pegawai, pengangkatan Calon aparatur sipil negara,
perubahan status, kepangkatan, serta pengadaan pegawai.

Untuk melaksanakan tuganya, Bidang Mutasi dan Pengadaan

Pegawai mempunyai fungsi:

» Penyusunan petunjuk teknis penataan, pembinaan dan
pengelolaan administrasi mutasi pindah, pemberhentian,
pensiun, taspen, jaminan kecelakaan kerja dan kematian
pegawai;

» Pelaksanaan dan Pengelolaan administrasi mutasi pindah
pegawai;

» Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi pemberhentian
dan pensiun pegawai;

» Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi taspen, jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai;

» Penusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengelolaan
administrasi  status  kepegawaian  yang meliputi
pengangkatan calon pegawai ASN, perubahan status calon

pegawai ASN menjadi aparatur sipil negara;
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a)

b)

Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kenaikan
pangkat;

Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah dan pelaksanaan ujian dinas;
Pelaksanaan dan pengelolaan peninjauan masa kerja
(PMK) dan peningkatan pendidikan;

Penyusunan petunjuk teknis pengadaan Calon Aparatur
Sipil Negara (CASN) dan PPPK;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
baik secara tertulis maupun lisan, diminta maupun tidak
diminta;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun.

Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun,

mempunyai fungsi:

e Penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Mutasi,
Pemberhentian dan Pensiun pegawai;

e Penyiapan bahan petunjuk teknis penataan, pembinaan
dan pengelolaan administrasi mutasi pindah;

e Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi
pemberhentian, Tabungan Pensiun dan pensiun
Pegawai;

e Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang baik secara tertulis maupun lisan, diminta
maupun tidak diminta;

e Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawali

Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan Pegawai.Sub

Bidang Kepangkatan dan Pengadaan Pegawai mempunyai

fungsi:

e Penyusunan program kerja Sub Bidang Kepangkatan
dan Pengadaan pegawai;

e Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat;

e Penyiapan bahan penyusunan Kkebijakan teknis
pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah;
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e Pengkoordinasikan dan fasilitas penyelenggaraan ujian
dinas;

e Pelaksanaan proses peninjauan masa kerja (PMK) dan
peningkatan pendidikan;

e Pelaksanaan koordinasi tentang penyusunan formasi
kebutuhan pegawai;

e Penyelenggaraan proses pengangkatan Calon ASN
dan PPPK;

e Pelaksanaan administrasi perubahan status Calon ASN
menjadi ASN;

e Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang baik secara tertulis maupun lisan, diminta
maupun tidak diminta;

e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai.

e. Bidang Disiplin, Kesejahteraan Pegawai dan KORPRI
Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam merumukan kebijakan teknis,
pembinaan dan program penegakan Disiplin  dan
Kesejahteraan Pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut, Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
mempunyai fungsi:

» Penyusunan petunjuk teknis pembinaan disiplin PNS;

» Penyusunan petunjuk teknis Pembinaan Disiplin PNS;

» Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi Kartu
Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai, dan Sumpah Janiji
Pegawai ASN;

» Pemrosesan ijin perkawinan dan perceraian Aparatur Sipil
Negara;

» Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Disiplin ASN;

» Perencanaan program peningkatan kesejahteraan pegawai
meliputi insentif daerah, bantuan pengadaan fasilitas
pegawai, bantuan uang duka wafat dan uang tunggu;

» Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi kenaikan gaiji
berkala;

» Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi cuti;

18



» Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan

baik secara tertulis maupun lisan, diminta maupun tidak

diminta;

» Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

a) Sub Bidang Disiplin Pegawai

Sub Bidang Displin Pegawai mempunyai fungsi::

Penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang Disiplin
Pegawai;

Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan disiplin
pegawai;

Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi
kepegawaian yang meliputi Kartu Istri, Kartu Suami dan
Kartu Pegawai.

Pemrosesan pemberhentian Calon ASN maupun ASN
karena hukuman disiplin;

Pemrosesan pemberian penghargaan/ tanda jasa;
Pemrosesan ijin perkawinan dan perceraian Pegawai
ASN;

Pelaksanaan pembinaan mental dan disiplin Pegawai
ASN;

Pelaksanaan Sumpah Janji ASN;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang baik secara tertulis maupun lisan, diminta
maupun tidak diminta;

Penusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan KORPRI

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:

Penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang
Kesejahteraan Pegawai dan Korp Pegawai Negeri;

Perencanaan program peningkatan kesejahteraan
pegawai meliputi insentif daerah, bantuan pengadaan
fasilitas pegawai, bantuan uang duka wafat, dan uang

tunggu;
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f.

e Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi kenaikan gaji
berkala;

e Pengelolaan dan Pelaksanaan administrasi cuti;

e Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan
kerjasama di bidang KORPRYI,

e Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Olahraga,
Bidaya, Mental dan Rohani anggota Korp Pegawai
Negeri;

e Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial
bagi anggota Korp Pegawai Negeri;

e Pengoordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Korp
Pegawai Negeri Kabupaten;

e Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang baik secara tertulis maupun lisan, diminta
maupun tidak diminta;

e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas

membantu merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan

program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang meliputi

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan, Teknis

dan Fungsional. Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai fungsi:

>

Penyusunan perencanaan program, pembinaan dan
evaluasi penyelenggaraan, pengiriman dan hasil atau output
pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan,
Teknis dan Fungsional;

Penyiapan, penyaringan, penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan, Teknis dan
Fungsional;

Pengiriman Calon ASN dan atau Pegawai ASN untuk
pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan,
Teknis dan Fungsional;

Pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi data pegawai
yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan, Prajabatan,

Teknis dan Fungsional;
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b)

Pelaksanaan koordinasi penyiapan, penyelenggaraan dan
pengiriman pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan,
Prajabatan, Teknis dan Fungsional;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
baik secara tertulis maupun lisan, diminta maupun tidak
diminta;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

dan Prajabatan

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan

Prajabatan mempunyai fungsi:

e Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendidikandan
Pelatihan Kepemimpinan;

e Penyiapan bahan perencanaan program dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Kepemimpinan dan Prajabatan;

e Pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan, pengiriman
dan hasil atau output pendidikan dan pelatihan
Kepemimpinan dan Prajabatan;

e Pengumpulan dan pengolahan data pegawai yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan
Prajabatan;

e Pelaksanaan koordinasi penyiapan, penyelenggaraan
dan pengiriman peserta mengikuti pendidikan dan
pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan;

e Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang baik secara tertulis maupun lisan, diminta
maupun tidak diminta;

e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Fungsional

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Fungsional mempunyai fungsi:

e Penyusunan program kerja tahunan Sub Bidang

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional,
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e Perencanaan Program program dan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional;

e Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan, pengiriman
dan hasil atau output pendidikan dan pelatihan Teknis
dan Fungsional;

e Pengumpulan dan pengolahan data data pegawai yang
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis dan
Fungsional;

e Pengoordinasian, penyiapan, penyelenggaraan dan
pengiriman peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan
Teknis dan Fungsional,

e Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang baik secara tertulis maupun lisan, diminta
maupun tidak diminta;

e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian tugas  operasional Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
bidang tertentu dan/atau dengan lokasi dan wilayah kerja
tertentu. Untuk menyelenggarakan tugas, UPTB mempunyai
fungsi:

» Pelaksanaan tugas operasional Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia,
» Pelaksanaan urusan administrasi;
» Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sesuai dengan keahlian dan
keterampilannya.
» Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai
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kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya;

» Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan olehseorang
tenaga fungsional yang ditetapkan oleh KepalaBadan;

» Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;

» Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sintang

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Daerah

mempunyai fungsi:

>

Penyiapan Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan
Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian
daerah;

Penyiapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standard
dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan;

Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Aparatur Sipil
Negara,

Perencanaan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan;

Penyelenggaraan  administrasi, data, informasi dan
dokumentasi Pegawai ASN;

Penyiapan calon peserta pendidikan dan pelatihan bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui koordinasi dengan
instansi terkait;

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerabh;
Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
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2.1.3.

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip
di bidang Kepegawaian Daerah;

Pelaksana evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi;

Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Kepegawaian;
Penyusunan analisa jabatan;

Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nadan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di Bidang Kepegawaian; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh

Bupati.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang,

bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a.

b

Kepala Badan;

Sekretariat, terdiri atas:

a) Sub Bagian Keuangan dan Program;

b) Sub Bagian Aparatur dan Umum;

c) Sub Bagian Perlengkapan.

Bidang Data dan Pengembangan Pegawai, terdiri atas:
a) Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi Pegawai;
b) Sub Bidang Pengembangan Pegawai.

Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai, terdiri atas:

a) Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun;

b) Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan.

Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:
a) Sub Bidang Disiplin Pegawai;

b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan KORPRI

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri atas:
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a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan
Prajabatan;
b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Fungsional.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sintang bahwa sistem, prosedur dan mekanisme kerja
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnyaberdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bupati;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan,Sekretaris
Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub
Bidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam
lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi
Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang
tugasnya;

(3) Pejabat struktural dalam lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan
tugas bawahannya,;

(4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya waijib
mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan
menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing;

(5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya waijib
mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan
selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;

(6) Pejabat Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia berkewajiban
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mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil
langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(7) Kepala Bidang dan Kepala UPTB menyampaikan laporan
kepada Kepala Badan dan Sekretaris Badan menyusun
laporan berkala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia kepada Bupati.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPSDM
Kabupaten Sintang, sebagaimana terlampir.
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Bagan struktur organisasi
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2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sintang.

Komposisi pegawai pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang terdiri atas
sejumlah personil yang masing-masing mengisi jumlah struktural dan staf
sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara
terperinci  komposisi pegawai pada BKPSDM Kabupaten Sintang
menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Per Desember 2015

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
1. | Laki-laki 29
2. | Perempuan 21
Jumlah 50
Tabel 2.2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Per Desember 2015

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1. | Pasca Sarjana (S2) 6
2. | Sarjana ( S1) 27
4. | Diploma Il (D.3) 4
5. | SLTA 11
6. | SLTP -
7. | SD 2
Jumlah 50
Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural
Per Desember 2015
No. Jenis Diklat Jumlah (Orang)
Diklat Il -
Diklat 11 4
3. | Diklat IV
Jumlah 12
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Tabel 2.2.4.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Per Desember 2015

No. Golongan Jumlah (Orang)
1. | Golongan IV 4
2. | Golongan Il 30
3. | Golongan I 14
4. | Golongan | 2
Jumlah 50
Tabel 2.2.5.
Jumlah Pegawai Menurut Eselonering
Per Desember 2015
No. Golongan Jumlah (Orang)
1. |Eselonll.b 1
2. | Eselonlll.a 1
3. | Eselonlll.b 4
4. | EselonIV. A 11
Jumlah 17

Catatan : Jumlah PNS BKPSDM 50 orang

Jumlah tenaga honor/Non PNS 5 orang.

Disamping sumber daya manusia yang profesional ketersediaan
sarana prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang telah
dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki BKPSDM

Kabupaten Sintang, sebagai berikut:
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Tabel 2.2.6
Daftar Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Sintang
Per Desember 2015

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. | Gedung Kantor 1 unit Gedung Baru (Dalam
Proses Penyelesaian).
2. | Gedung Diklat 1 unit Kurang baik
3. | Kendaraan Roda Dua 11 unit | Baik
4. | Kendaraan Roda Empat 2 unit Baik
5. | Gerobak Dorong 1 buah | Baik
6. | Komputer PC 26 unit Baik
7. | Laptop/Notebook 22 unit | Baik
8. | Printer 37 unit Baik
9. | VSAT 1 unit Tidak digunakan karena
gedung sementara
10. | Mesin Tik 2 buah Baik
11. | Mesin Genset 1 unit Baik
12. | Tabung Pemadam 1 unit Baik
Kebakaran
13. | Tangga Alumunium 1 unit Baik
14. | Stepples Besi 2 buah | Baik
15. | Mesin Pemotong Rumput 1 buah | Baik
16. | Mesin Pompa Air 2 buah Baik
17. | Handsprayer 1 buah | Baik
18. | Almari Arsip 12 buah | Baik
19. | Rak Arsip Kayu 8 buah | Baik
20. | Rak Arsi Besi 10 buah | Baik
29. | Brankas 1 buah | Baik
31. | AC 8 buah | Baik
32. | Kipas Angin 15 buah | Baik
33. | Fiber Glass 2 buah | Baik
34. | Meja Kerja 50 buah | Baik
35. | Meja Makan Diklat 8 buah | Baik
36. | Kursi Kerja 50 buah | Baik
37. | Kursi Tamu 2 set Baik
38. | Kursi Diklat (Futura) 175 buah | Baik
39. | Tempat Tidur Diklat 27 buah | Baik
40. | Kursi Mahasiswa 120 buah | Baik
41. | Kursi Komputer 4 buah | Baik
43. | Dispenser 1 buah | Baik
45, | Sprai/alas kasur 40 helai | Baik
48. | Sound System 2 unit Baik
53. | Telepon 1 unit Baik
54. | Faximile 1 unit Baik
55. | Peralatan Tidur 40 set untuk diklat
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2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang.

Pengembangan

Evaluasi kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Sintang yang

mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban pada periode

5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2011-2015. Adapun penjelasan

dimaksud dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 2.3.1.

KUALIFIKASI PNS KABUPATEN SINTANG
MENURUT GOLONGAN KEPANGKATAN

No GOLONGAN TAHUN
KEPANGKATAN 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. Golongan | 85 66 94 90 104
2. Golongan Ii 1.755 | 1.593 | 1.541 | 1.406 | 1.553
3. Golongan llI 2.797 | 2.691 | 2.708 | 2.850 | 3.144
4. Golongan IV 1631 | 1.773 | 1.802 | 1.853 | 1.790
Jumlah 6.268 | 6.123 | 6.145 | 6.199 | 6.591
TABEL 2.3.2
KUALIFIKASI PNS KABUPATEN SINTANG
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN
No | TINGKAT PENDIDIKAN
2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. | Pasca Sarjana (S2) 223 261 291 323 347
2. | Sarjana (S1) 1.821 | 1.988 | 2.100 | 2.332 | .2.613
3. | Diplomallll 567 555 570 617 690
4. | Diploma ll 1.148 | 1.016 909 796 684
5. | Diploma | 145 128 87 83 61
6. | SLTA 2.141 | 1.990 | 1.981 | 1.850 | 1.983
SLTP 131 99 109 106 125
8. | SD 92 86 98 92 88
Jumlah 6.268 | 6.123 | 6.145 | 6.199 | 6.591
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TABEL 2.3.3.
KUALIFIKASI PNS KABUPATEN SINTANG
MENURUT ESELONERING

TAHUN ANGGARAN
No ESELONERING
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. | Eselon ll.a 1 1 1 1 1
2. | Eselon Il.b 21 23 28 28 32
3. | Eselon lll.a 56 57 60 61 58
4. | Eselon lll.b 86 89 96 95 105
5. | Eselon IV.a 368 386 403 413 449
6. | Eselon IV.b 63 85 81 99 129
7 | Non Eselon/JF 5.673 5.482 5.476 5.502 5.817
Jumlah 6.268 | 6.123 | 6.145 | 6.199 | 6591
TABEL 2.3.4.
KUALIFIKASI PNS KABUPATEN SINTANG
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN
No JENIS KELAMIN
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. | Laki-laki 3.760 | 3.638 | 3.592 | 3.583 | 3.750
2. | Perempuan 2508 | 2.485 | 2.553 | 2.616 | 2.841
Jumlah 6.268 | 6.123 | 6.145 | 6.199 | 6.591
TABEL 2.3.5.
PENERIMAAN CPNS KABUPATEN SINTANG
TAHUN
No PENERIMAAN CPNS
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. | Formasi Umum 0 0 146 93 0
2. | Formasi Khusus (Dokter) 0 0 9 3 0
3. | Formasi Honorer K1 169 0 0 0 0
4. | Formasi Honorer K2 0 0 0 398 0
Jumlah 169 0 157 484 0
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REALISASI DIKLAT PNS

TABEL 2.3.6

TAHUN
No JENIS DIKLAT
2011 2012 | 2013 | 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. | Diklat Prajabatan Gol. Il 216 128 0 160 61
2. | Diklat Prajabatan Gol. IlI 86 112 0 160 92
3 | Diklat Prajab K1 Gol. llI 0 0 0 5 0
4 | Diklat Prajab K1 Gol. Il 0 0 0 160 0
5 | Diklat Prajab K2 Gol. Il 0 0 0 0 87
6 | Diklat Prajab K2 Gol. II 0 0 0 0 291
7 | Diklat Prajab K2 Gol. | 0 0 0 0 23
8 | Diklat Pim Tk. IV 40 40 41 5 5
9 | Diklat Pim Tk. Il 15 9 23 5 2
10 | Diklat Pim Tk, Il 5 0 4 0 3
11 | Diklat Teknis Fungsional 374 384 414 204 208
Jumlah 736 573 482 699 772
TABEL 2.3.7
PENERBITAN KARPEG, KARIS DAN KARSU
TAHUN
No JENIS
2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. | Kartu Pegawai (KARPEG) 446 201 192 35 193
2. | Kartu Istri (KARIS) 231 123 120 87 165
3. | Kartu Suami (KARSU) 199 100 102 64 196
Jumlah 876 | 424 414 186 554
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TABEL 2.3.8
HUKUMAN DISIPLIN PNS TINGKAT BERAT

TAHUN
No JENIS HUKUMAN 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas 0 1 3 5 2
Permintaan Sendiri
sebagai PNC
2 | Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah 0 5 0 3 2
Selama 3 (Tiga) Tahun
3 | Pembebasan dari jabatan 0 1
Jumlah 8 5
TABEL 2.3.9
PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN, TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA DAN SUMPAH JANJI PNS
TAHUN
No JENIS KEGIATAN 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Pemberian ljin Perceraian 11 8 13 9 21
2 | Pemberian Tanda
Kehormatan Satyalancana 56 111 92 204 67
Karya Satya
3 | Pengucapan Sumpah Janji | 187 97 175 114 227
PNS
JUMLAH 254 216 280 327 315
TABEL 2.3.10
DATA PNS KABUPATEN SINTANG YANG TELAH PENSIUN
KARENA BUP DAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TAHUN
No JENIS PENSIUN
2011 2012 2013 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. | Batas Usia Pensiun (BUP) 72 101 135 59 52
2. | Janda/Duda 22 25 21 22 27
3. | Atas Permintaan Sendiri 3 6 8 9 14
Jumlah 97 132 164 89 93
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TABEL 2.3.11
DATA PNS YANG MENINGGAL DUNIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG

TAHUN
No JENIS KELAMIN
2011 2012 2014 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7
1. | LAKI LAKI 18 21 17 14 24
2. | PEREMPUAN 4 4 4 8 3
Jumlah 22 25 21 22 27

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang, sumber pembiayaan diperoleh

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang

selama Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015

dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3.12

DATA ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011-2015

Jenis Anggaran
No. | Tahun Total Anggaran
Belanja Belanja Tidak (Rp.)
Langsung (Rp.) Langsung (Rp.) P
1 2 3 4 5
1. 2011 7.551.919.500,00 | 2.570.318.666,66 | 10.122.238.166,00
2. 2012 8.195.900.050,00 | 2.707.113.497,07 | 10.903.013.547,07
3. 2013 8.019.660.064,00 | 2.749.581.185,00 | 10.817.241.249,00
4. 2014 8.055.906.000,00 | 2.960.356.936,00 | 11.016.262.936,00
5. 2015 8.953.598.050,00 | 3.353.434.080,00 | 12.307.032.130,00

2.4. Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.

Pelayanan Badan

Dalam rangka mewujudkan pembinaan kepegawaian profesional

perlu di identifikasikan lingkungan kepegawaian yang ada sekarang dan

masa mendatang melalui analisis lingkungan baik internal maupun

eksternal.
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a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
Analisis lingkungan internal dilakukan melalui pemetaan lingkungan
internal organisasi yang menghasilkan :
1) Kekuatan (Strenght)

» Adanya Inventarisasi Data dan Informasi Kepegawaian

» Tersedianya pegawai ASN yang potensial.

» Tersedianya dana, sarana dan prasarana pendukung dalam
pengembangan, peningkatan kapasitas, pembinaan dan
kesejahteraan pegawai.

» Adanya semangat motivasi kerja pegawai ASN secara
professional.

» Tingginya tingkat disiplin kerja pegawai ASN

2) Kelemahan (Weaknesses)

» Inventarisasi Data dan Informasi Kepegawai belum
sepenuhnya didukung SAPK dan SIMPEG

» Masih adanya pegawai ASN yang belum memiliki kompetensi
sesuai dengan ketentuan.

» Masih terbatasnya dana, sarana dan prasarana pendukung
dalam pengembangan, peningkatan kapasitas, pembinaan dan
kesejahteraan pegawai.

» Masih dirasakan belum semua pegawai ASN memiliki
semangat motivasi kerja secara professional.

» Masih dirasakan belum semua pegawai ASN memiliki disiplin

kerja.

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
Analisa lingkungan eksternal dilakukan melalui pencermatan
(scanning) lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan :
1) Peluang (Oppurtunities)

» Pedoman, petunjuk teknis, surat edaran penyelenggaraan
pelaksanaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia.

» .Adanya dukungan dari pimpinan.

» Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi/lembaga
terkait.

» Adanya kesempatan peningkatan dan pengembangan

kapasitas pegawai ASN.
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2) Ancaman (Threats)

» Adanya implementasi kebijakan pemerintah yang belum sesuai
dengan kondisi riil.

» Kurangnya komitmen pembinaan kepegawaian yang
berkelanjutan dari pimpinan.

» Belum optimalnya implementasi hasil koordinasi dan
kerjasama antar instransi/lembaga terkait.

» Belum optimalnya kesempatan peningkatan dan
pengembangan kapasitas pegawai ASN.

» Terbatasnya dukungan dana, sarana dan prasarana yang
memadai dalam penyelenggaraan kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia.
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